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Minggu Ini Minta Daerah Terbitkan Aturan Baru

Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pengendalidn
dan Pengawasan Minuman
Beralkohol Serta Pelarangan
Minuman Oplosan

Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol
Serta Pelarangan Minuman
Oplosan

Kulon Progo Nomor 11 Tahun

PERDA GUBERNUR Daerah Isti- bersamaan dengan aksi ri-

: mewa Jogjakarta (DIJ) Ha-  buan santri bertajuk "Santri
PENGAWASAN ~ mengkuBuwono X (HBX) Menggugat” yang menda-
MINUMAN KERAS akhirnyabukasuaradanme- tangi Mapolda DIJ, untuk

i DU nanggapirentetan aksi mas- menuntut keadilan kasus
gremmemkoh o) yarakatyang resah terhadap ~penusukan santri, kema-
di wilayah DL belakangan kian peredaran minuman keras  rin (29/10) =
menjamur dan menjadi sorotan (miras). Itu dia sampaikan Baca Minggu... Hal 7
P g8U.

banyak pihak. Berikt perda yang
mengatur pengawasan miras.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 7 Tahun 1953 tentang

Izin Penjualan dan Pemungutan
Pajak atas lzin Menjual Minuman .
Keras dalam Daerah Kotapraja
Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 4 Tahun

2019 tentang Pengendalian,
Pengawasan Minuman Beralkohol,
dan Pelarangan Minuman Oplosan

Peraturan Daerah Kabupaten:
.Gunungkidul Nomor 4 Tahun

12008 tentang Perubahan Atas 2010 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah Kabupaten dan Pengendalian Peredaran
Kulon Progo Nomor 1 Tahun Minuman Beralkohol di Kabupaten
2007 tentang Larangan dan Gunungkidul
Pengawasan Minuman Beralkohol

dan Minuman Memabukkan

Lainnya

Hingga saat ini Pemkot Jogja masih menggunakan Perda Kota Jogja
No. 7/1953 tentang izin penjualan dan pemungutarr pajak miras.
Regulasi yang sudah terlampau lama berdampak pada tidak optimalnya
pengendalian miras di wilayah Kota Jogja. i
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___ . Sambungan dari hal 1

Ditemui Kompleks Kantor
Kepatihan, HB X mengata-
kan, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DIJ telah melaku-
kan langkah strategis dengan
memanggil seluruh bupati/

online. HB X menilai, aturan
yang berlaku di kabupaten/
kota saatini perlu untuk di-
perbarui. "Mereka yang pu-
nya kewenangan (wilayah)
itu. Bisa menerbitkan keten-
tuan, karena aturan yang ada
sudah ketinggalan,” tuturnya.

kan penindakan. Selain itu,
HB X juga dengan tegas me-
ngatakan untuk menutup
toko-toko miras ilegal yang
tersebar di DIJ. Sehingga
anak-anak tidak minum-
minuman keras, karena on-
line semua sampai ke desa.

wali kota se-DIJ. Aturan saat ini di kabupa- ~ "Toko miras yang ilegal itu
Pembahasan dalamrapat ten/kotabelumsecararinci ya tutup,” tandasnya.
tertutup yang digelar di Ge- mengatur tentang penjual-  HB X menargetkan kepada
dong Gadri Kompleks Kepa- anmiras online. Dampaknya, pemangku kebijakan dika-
tihan Yogyakarta, Senin (28/10) peredaran mirasdiDIJsam- bupaten/kota dalam ming-
baru disampaikan kemarin. pai ke pelosok-pelosokdesa. guinisudah ada hasil dengan
"Bagaimana kami mengon- ”Nahkami harus mengatur keluarnya keputusan bupati/
trol peredaran miras, karena  untuk (penjualan) online, se-  wali kota menyangkut peratur-
keluhan sudah demikianbe- hingga kami bisamengontrol an penjualan miras online.
sar,’ ujarnya. peredarannya agartidaksam- Dengan keputusan itu, HB
Dalam pertemuanitu, HB  pai di kalurahan-kalurahan Xberharap peredaran miras
X menginstruksikan kepada seperti ini,” tegasnya. bisa dikontrol, dan lebih dike-
bupati/walikota untuksege-  Aturan tersebutdinilaisang- tahuitokolegal atau tidak. "Ttu *
ra mengupayakan terbitnya atperlu untuk segera diterbit- dulu diselesaikan, baru kami
aturan baru peredaran miras, kan sebagai dasaryangkuat selesaikanyangdilapangan,’
khususnya dalam transaksi pemerintah dalam melaku- bebernya. (oso/din/rg)
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